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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Persoalan tentang tanah dalam pembangunan adalah persoalan yang
menarik dan sekaligus unik, mengingat pembangunan nasional sangat
membutuhkan tanah untuk dipenuhi. Hal yang demikian sudah disadari oleh
semua pihak dan dalam konteks dengan peraturan perundang-undangan
tampak dengan jelas dari kesadarannya yang menyatakan’ :

1. Bahwa Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan berbagai
fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang cukup
dan untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.

2. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan

' memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia -dan prinsip
penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.

3. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan untuk
tingkat pertama di tempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para

pemegang hak atas tanah,
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Tanah adalah suatu benda bemilai ekonomis yang sering memberi
getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan goncangan dalam
masyarakat, lalu tanah pula yang sering menimbulkan sendatan dalam
pelaksanaan pembangunan. Makin berkembang perekonomian suatu bangsa,
| makin menipislah rasa ikatan dengan tanah di bagian-bagian tertentu dari
masyarakat, tetapi fakta tetap membuktikan bahwa pada hakekatnya karya
manusia tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya tanah. Begitu pula dengan
pemerintah, tanpa tersedianya tanah sebagai dasar dari pembangunan maka
program dari pemerintah juga tidak akan terlaksana.

Persoalan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat
penting karena sebagian besar kehidupannya adalah tergantung pada tanah
dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat
dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Manusia hidup diatas
tanah dan memperoleh bahan pangan dengan mendayagunakan tanah. Tanah
merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur
yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat melakukan
pembangunan sangat membutuhkan tanash sebagai sumber daya dan ruang
pembangunan. Kebutuhan tersebut antara Iain meliputi pembangunan
perumahan, industri, jalan, serta pembangunan fasilitas lain yang berkaitan

dengan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun dalam kehidupan

haomnamraralrat hoarhoo oo Adan haraaorara



nodimsint enitee gnsy eunciiodo wligied shnaed winpe delobs dansT
nslsh aeuimoeoy an:llsdminor slug gaiez meb asismsbed cmlab b nesisy
mialph peisbnoe nedlndmitnsio waboe gany slug daio olsl asdswpvesin
Gemosd wisye agtmotodssy gnsdinodod nidslA nenvunsdineg mmetiszdslon
neb minshst apingd-nemed b dangy nsensh el sest leleiginum ailern
syind pymadedsd sbeq svdnd osdicludamar qeis) sldst geies wdimrensm
asunslr ciug wiigofd dsust svichs nous nssisnezdAshb mgeb dsbih sleuns
pARf nnmuuasdmsg tish sesb inursdsz dens) pyasibozior ognst dsigtismsy
spgednkion nods Asbl) suof dedntemsg fisb msgoig

)680Bz DAY TS 16 agqm sizuanar nsqulided insleb denss paisozint
sflusy shary wnmnamios fislsbe swinngubitsd oesd ostgodoe gomsd uabrnog
sgsh (wsh ronsrnsg e svoogaroin gney siisl uisne ysdee islinib 1s06b
aetgth bl stzunekd pnsiebnom s2em sheq nsaubidod Hduinn ssdoosbesib
tsusT lann) nmlf'mm,rn'{r-:brmrn asuash rmyoeq aedpd delmsqmom oab tens
e 15Uz nsb piestiobal paynsd wed dodoq lsbom vise sisier nedoguism
rish libs tedmsvesm maclmnodiol vjpnsm nemeinsdimoq msich smsly ansy
e @1 wes gnsbalU-gnebnl neb sliznoned rehozebred wumdsis

mchydplom 1siy wosbsz gony gosdimodhind segon tsesdse sieanobl
gastni osh aveh wdmue igyodse dsogl nedrudinen 1saraz nensuusdmoeg
aamugirsdinsy Bugilorr aisl menm wdsenl gedntudeX  aemignsdmsg
nuieAd woey niol estiliznl nsouynadmo shoz nsts) taubm nsilsmuisg
neqobifded malsh wugqusr ubiviba isyedoz Aisd sizunsm nsqubditod nsuusb

smporrod nsb sennsdiad Indemvasined

———— . - -



Dalam praktek pelaksanaan pembebasan tanah baik yang menyangkut
pengadaan tanah bagi kepentingan untuk kepentingan umum maupun
pembebasan tanah untuk kepentingan swasta selalu menimbulkan keributan
dan masalah sehingga banyak yang mempersoalkan apakah hal ini disebabkan
karena kekurang beresan peraturan ataukah karena ketidak siapan aparat atau
hanya sebuah ekses, yang memang lumrah terjadi. Tetapi apapun alasannya
yang umumnya dirugikan oleh keadaan tersebut adalah rakyat, sehingga perlu
diadakan usaha perbaikan yang sudah dimulai dengan pembenahan
kelembagaan dan sekaligus dengan penertiban personal dan sekarang melalui
usaha perbaikan ini, masalah-masalah yang selama ini selalu terdapat dalam
pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan tidak akan ada lagi dimasa
mendatang ?

Berdasarkan uraian diatas sangat menarik untuk kemudian diteliti
mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan, guna
mengetahui jalannya proses pengadaan tanah baik untuk kepentingan
pemerintah ataupun untuk kepentingan pihak swasta atau investor. Penelitian
ini akan diarahkan kepada pengadaan tanah untuk pembangunan proyek
Stadion Olah Raga oleh pihak swasta.

Kabupaten Bantul pada masa sekarang ini tengah giat dalam
melakukan pembangunan fisik dan berbagai fasilitas umum lainnya yang
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C.

Penelitian mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan Stadion
Olah Raga ini sangat penting dilakukan, mengingat masih kurangnya sarana
dan prasarana yang mendukung bagi masyarakat Bantul pada khususnya dan
tentu saja masyarakat Yogyakarta pada umumnya untuk dapat
mempergunakan fasilitas dari adanya pembangunan Stadion Olah Raga
tersebut. Tertarik dengan permasalahan tersebut, penulis bermaksud
mengadakan penelitian dengan judul “PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN STADION OLAH RAGA DI

KABUPATEN BANTUL”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
“ Apakah pengadaan tanah untuk pembangunan Stadion Olah Raga di
Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ? .

Tujuan Penclitian
Tujuan penelitian, ini adalah :
“ Untuk mengetahui kesesusian pelaksanaan pengadaan tanah untuk
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan ini semoga dapaf memberi manfaat

sebagai berikut :

1. Praktis, yaitu :
diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi pemerintah dalam
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Stadion
Olah Raga.

2. Teoritis, yaitu :
diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pustaka bagi siapa
saja yang ingin mengetahui, mempelajari dan meneliti secara lebih
mendalam mengenai masalah ini dan dapat memberikan tambahan
pemikiran ilmm pengetahuan dalam bidang agraria khususnya mengenai

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Stadion Olah Raga.

E. Tinjanan Pustaka
Saat ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk
keperluan pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir
tidak tersedia lagi, isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran
yang proporsional. Paling tidak dapat dikatakan, ada dua pandangan/sikap
mengenai isu tersebut, yakni di satu pihak terdapat kekhawatiran bahwa hak
ulayat yang semula sudah tidak ada, kemudian dinyatakan hidup lagi. Di

nihalr vano lain ada lLalthawatiran hahwa danoam cemalrin meninolratnua
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kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak hak ulaya'; yang
keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 UUPA.?

Pengadaan tanah untuk penanaman modal swasta terdapat keharusan
memperhatikan UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang bagi maksud
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah juga
mempunyai rencana tata ruang yang harus dipatuhi oleh para pihak yang akan
melakukan pembangunan di wilayah tertentu.

Pasal 2 ayat (1) KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
menegaskan, bahwa ketentuan tentang pengadaan tanah dalam Keputusan
Presiden ini semata-mata hanya digunakan untuk pemenuhan kebﬁtuhan tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dengan demikian
maka ketentuan ini hanya bisa diterapkan kalau ada tuntutan kepentingan
umum menghendaki diadakannya suatu proyek atau kegiatan tertentu dari
pembangunan yang menghendaki “Pengadaan Tanah”.

Rencana penataan ruang termuat dalam UU No. 24 Tahun 1992
tentang penataan ruang bagi maksud pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan dan dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa
untuk mencapai tujuan penataan ruang dilaksanakan berdasarkan tiga
pendekatan, yaitu
a. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan

lindung dan kawasan budaya.
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b. Penataan ruang berdasarkan aspek administratif, meliputi ruang wilayah
nasional, wilayah propinsi, daerah tingkat I, dan wilayah
kabupaten/kotamadya daerah tingkat IL

¢. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi
kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan tertentu.

Usaha penataan kembali pemilikan dan penguasaan tanah dalam
rangka tata guna tanah mengalami tantangan, oleh karena pertumbuhan kota
dan penyempitan desa berlangsung secara tidak terencana lebih dahulu. Kota
tumbuh terlebih dabulu dari rencana yang ditetapkan, bahkan rencana yang
telah ditetapkanpun akhimya banyak dilanggar karena motif ekonomi
menaikkan pendapatan daerah.*

Pembangunan yang dilakukan bukan oleh pemerintah, maka proses
peralihan haknya dengan menggunakan proses jual beli, tukar menukar atau
dengan cara yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan,
sekalipun kelihatannya persoalan ini hanya bersifat keperdataan dan
diselesaikan dengan kebebasan para pihak yang masih ada persoalan yang
periu diperhatikan, bilamana pihak yang ingin mendapatkan tanah adalah
pihak vang boleh mempunyai hak milik, sedang tanah yang diperlukan
berstatus hak milik maka penyelesaiannya tentu tidak dapat ditempuh melalui
suatn peralihan hak biasa seperti jual beli.”

Penpgadaan tanah untuk kepentingan pihak swasta dalam hal ini

investor, selain berhubungan dengan tanah warga masyarakat sebagai obyek

4.
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pembangunannya juga memperhatikan masalah penataan wilayah yang hal
tersebut berkaitan dengan perizinan yaitu izin lokasi.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.2 Tahun 1999 tentang izin lokasi, dalam Pasal 3 dinyatakan :

“ Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang
menurut Rencana Tata Ruang wilayah yang berlaku di peruntukkan
bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal
yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan
penanaman modal yang dipunyainya”.

Sebagaimana diatur pula dalam Surat Edaran Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 462-98 tanggal 09-01-1996
tentang larangan pembebasan tanah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak
berdasarkan izin lokasi yang menyatakan :

a. Melarang perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin lokasi dengan
-cara dan bentuk apapun melakukan kegiatan perolehan/penguasaan tanah,

b. Melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan praktek dan spekulasi
tanah yang merugikan para pemilik tanah dan menyulitkan perolchan
tanah bagi pengusaha yang memiliki izin lokasi.

Pembebasan tanah unfuk kepentingan pihak swasta, pemerintah
daerah sesuai Pasal 11 PMDN No. 15 Tahun 1975 berkewajiban mengawasi
pelaksanaan pembebasan tanabh dan pemberian ganti rugi. Pada azasnya
pembebasan untuk kepentingan swasta ini dilakukan secara langsung antara
pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman

kepada asas musyawarah. Untuk keperluan ini pemerintah menerbitkan Surat
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sambil berpedoman pada PMDN No. 5/1974 tentang cara penunjukan lokasi,
penentuan luas tanah yang boleh dikuasai/dipunyai oleh suatu badan hukum
swasta atau instansi pemerintah. Persyaratan perizinan usaha/pendirian
bangunan yang harus dipenuhi oleh para investor/instansi pemerintah dan
keharusan pembebasan tanah milik rakyat oleh pemerintah melalui Panitia
Pembebasan Tanah sebagai diatur oleh PMDN 15/1975, dan tata cara
pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah oleh
pihak swasta.®

Akan tetapi hal-hal yang diatur dalam PMDN 15/1975 tentang
ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah tidak dapat
digunakan lagi oleh swasta, karena dengan diberlakukannya KEPPRES No.
55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum, yang diperuntukkan hanya untuk pemerintah,
Bilamana kita perhatikan apa yang diatur dalam KEPPRES No. 55 Tahun
1993 maka titikk beratmya adalah pada penegasan konsep-komsep seperti
tentang kepentingan umum, musyawarah, ganti kerugian dan penataan
kelembagaan seperti tentang tugas dan susunaﬁ kepanitiaan, pengadaan tanah
akan tetapi ketentuan ini kurang sekali menggunakan bagaimana prosedur
atau tata cara yang harus di tempuh untuk memenuhi pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu.

Pembangunan disamping dilakukan oleh pemerintah tetapi juga

dilakukan oleh swasta yang secara otomatis pihak swastapun juga
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memerlukan tanah untuk melaksanakan proyeknya. Namun dalam
melaksanakan pembangunan, pihak swasta lebih berorientasi pada
kepentingan usaha atau bisnis. Pembangunan harus memikirkan pada adanya
rasa keadilan antara pemerintah atau pihak swasta sebagai pengelola
pembangunan dengan masyarakat sebagai pemilik tanah yang akan dijadikan
proyek pembangunan, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam
sctiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal pembangunan.

Proses industrialisasi merupakan gejala yang tidak dapat dielakkan
dalam pembangunan negara kita, kegiatan ekonomi memunculkan tiga
pelaku, yakni negara/pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, yang masing-
masing mempunyai posisi tawar menawar yang berbeda karena perbedaan
dalam akses politik dengan sumber daya alam berupa tanah yang terbatas.
Kedudukan yang tidak seimbang dalam posisi tawar menawar diantara
masyarakat dan pikak swasta lebih dikukuhkan dengan adanya kewenangan
pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang biasa terhadap
kepentingan kelompok kecil masyarakat tersebut dalam upaya penguasaan
dan pemanfaatan tanah. ’

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan
rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan
tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap

memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah pembangunan
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tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan
pembangunan, 8

Maka sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat
mengatur hal tersebut dan aparat penegak hukum yang mempunyai
kewibawaan yang dapat menerapkan aturan tersebut kepada masyarakat,

sehingga benar-benar akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

2. Jenis Penelitian
Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang
bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk
menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala lain dalam
masyarakat.

3. Jenis Data
Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data primer

Berupa s¢jumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh

melalui penelitian lapangan.
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b. Data sekander
Berupa sejumiah keterangan atau fakta yang berasal dari pengumpulan
data dengan menggunakan daftar atan mempelajari buku-buku,
dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan
dengan masalah yang akan diteliti, diperoleh dari bahan hukum yaitu
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke
lokasi dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait
dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang berupa fakta.
Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penclitian ini adalah
sebagai berikut :
1) Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul.
2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

b. Penelitian kepustakaan yaitu studi pustaka yang berkaitan dengan
masalah yang ditelitt.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis

yaitu menjelaskan dan menggambarkan secara tepat sesuatu yang tglah di

dapatkan dari penelitian lapangan yang kemudian akan di ambil

kesimpulannya. Pengambilan kesimpulan dengan metode induktif vaitu
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G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga mudah dimengerti

dan dipahami, maka penulis menggunakan sistematika yang akan dibagi

kedalam empat Bab:

BABI

BABII

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan
skripsi.

: TINJAUAN TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK

KEPENTINGAN UMUM

Bab ini membahas mengenai pengertian tanah secara umum
meliputi pengertian tansh, hak menguasai negara dan hak-hak
atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan
membuka hasil hutan, dan hak-hak atas tanah untuk kepetluan
suci dan sosial serta peralihan hak atas tanah, selanjutnya
pengertian tentang perizinan yang meliputi pengertian izin lokasi,
status tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi, tata cara

pemberian izin lokasi, proses penerbitan izin dan alokasi waktu
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BABIII

BAB IV
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: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab im akan membahas hasil dari penelitian serta
pembahasan yang mengupas tentang profil lokasi pembangunan
stadion olah raga di Kabupaten Baatul, kemudian akan diuraikan
tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan
Stadion Olah Raga di Kabupaten Bantul, serta perjanjian
pelaksanaan pengadaan tanah yang dijadikan sebagai Stadion
Olah Raga di Kabupaten Bantul meliputi mekanisme dan dasar

hukum yang dipakai dalam pembangunan Stadion Olah Raga.

: PENUTUP
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